
  
 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR  :   24    TAHUN  2018 
 

T E N T A N G 
 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tenggara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Sulawesi Tenggara, maka perlu menyusun Uraian Tugas 
Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara tentang Uraian Tugas Jabatan 
Struktural dan Non Struktural Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 

dengan mengubah Undang–Undang Nomor 47 Prp. Tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1964 Nomor  94,  Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor  2687); 
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

  3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

SALINAN 
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kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13). 
  6. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

tata kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Provinsi Sulawesi Tenggara. 

   
MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA. 

 
BAB I 

 

KETENTUAN  UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara;  
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 
4. Sekretaris Daerah  adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara; 
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Sulawesi Tenggara; 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara; 

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi negara; 
8. Jabatan Non Struktural adalah unsur pembantu pada eselon 

yang terendah. 
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B A B  II 
  

KEDUDUKAN  DAN SUSUNAN ORGANISASI 
TUGAS DAN FUNGSI  

 

 

Bagian Kesatu 
 

Kedudukan Organisasi 
 

Pasal  2 
 

Kedudukan Organisasi adalah sebagimana telah diatur dalam 
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 
Bagian Kedua 

 

Susunan Organisasi 
 

Pasal  3 
 

(1) Susunan Organisasi  adalah sebagaimana diatur dalam pasal 
8 Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  Provinsi 
Sulawesi   Tenggara; 

 
(2) Peta Jabatan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Gubernur ini. 
 

B A B  III 

 
Uraian tugas jabatan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

Bagian Kesatu 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala  Dinas 

 
Pasal  4 

 
(1) Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina, 

mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan 

program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua 
kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas 
pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya 

tugas dan fungsi dinas. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
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a. mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dan para 
Kepala  Bidang dalam lingkup dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih 
dalam   pelaksanaan tugas; 

b. menyelenggarakan rapat berkala  dengan memanggil 
seluruh staf lingkup dinas untuk mendapatkan masukan 
dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-

masing serta upaya pemecahannya; 
c. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris 

dan para Kepala  Bidang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar terjalin kerja sama yang baik dan saling 
mendukung untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan; 
d. menganalisa kebijaksanaan atau instruksi pimpinan 

pemerintah daerah yang menyangkut tugas-tugas yang 

diemban baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

e. melakukan perumusan kebijaksanaan pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil  sesuai dengan 

program kerja dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas; 

f. melaksanakan perumusan dan penetapan program kerja 

dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan kebijakan Gubernur sebagai pedoman 

penyusunan kebijakan teknis; 
g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis fungsi 

penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi aspek administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan 
program kerja dan berdasarkan data kegiatan tahun 

sebelumnya serta ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman penyusunan kegiatan; 

h. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan 
pengembangan kegiatan administrasi kependudukan, 
pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi 

kependudukan, penertiban dokumen kependudukan, 
pembinaan, sosialisasi penyelenggaraan dan administrasi 

kependudukan, pengelolaan dan penyajian data 
kependudukan berskala provinsi, serta koordinasi 
pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 

kependudukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar pekerjaan dapat 
terlaksana dengan baik; 

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi 

terkait aspek kependudukan dan pencatatan sipil dengan 
instansi dan pihak terkait  secara terpadu, efektif, efisien 
guna  memperoleh masukan, informasi dan evaluasi 

permasalahan agar penyempurnaan lebih lanjut dan 
peningkatan kinerja; 

j. melaksanakan koordinasi, terkait kegiatan dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya agar diperoleh hasil 

kerja yang maksimal; 



-5- 

 

k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terkait dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya agar diperoleh hasil 
kerja yang maksimal; 

l. melaksanaka perumusan bahan Rencana Strategis 
(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan Anggaran  (RKA), 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja 
(Tapkin), serta  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas secara cermat 
dan teliti dengan memperhatikan ketentuan, peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan Gubernur sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan; 
m. melaksanakan penyampaian saran pertimbangan fungsi 

penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah provinsi aspek administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai 
bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah provinsi; 

n. melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, 

swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar 
negeri aspek administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil secara intensif dan berkelanjutan guna peningkatan 
kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dinas secara berkala sebagai bahan masukan 
kepada pimpinan; 

p. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan 

Sekretaris dan para Kepala Bidang berdasarkan laporan 
dan rencana program kerja  untuk mengetahui kendala 

maupun permasalahan yang  dihadapi  agar dapat menata 
kembali mekanisme pelaksanaan tugas; 

q. memeriksa dan meneliti naskah  yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap 
naskah  yang telah dianggap benar agar tugas berjalan 

dengan baik; 
r. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;   
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.   

(3) Kepala Dinas membawahi: 
a. Sekretariat; 

b. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi 
Kependudukan; 

c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 
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Bagian Kedua 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Sekretariat 
 

Pasal  5 

 
(1) Tugas Sekretariat adalah memberikan pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, 

keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga 
dan urusan administrasi aparatur sipil negara kepada semua 

unsur di lingkungan dinas. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sekretariat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun 

sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam 
pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

b. membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian dengan 
mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugas masing-masing  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih 

dalam pelaksanaan tugas; 
c. memberi petunjuk dan mengarahkan para Kepala Sub 

Bagian dengan menjelaskan pokok permasalahan dan 
pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 
diselesaikan dengan baik; 

d. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para 
Kepala Sub Bagian agar dapat diketahui kendala maupun 
hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan 

pemecahannya; 
e. memberikan pelayanan teknis administratif  perkantoran 

dan rumah tangga dalam lingkup Dinas Kependudukan 
dan pencatatan sipil sesuai ketentuan dan peraturan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan urusan keuangan dinas sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran 

sesuai yang diharapkan; 
g. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan 

bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
mengsingkronkan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

h. melaksanakan pembinaan penyusunan dan pelaporan 
pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan 

bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 

i. menyelenggarakan pengkajian program kerja dan 
kebijakan teknis sekretariat dan dinas secara cermat dan 

teliti agar diperoleh hasil yang akurat; 
j. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan 

kebijakan teknis mengenai administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh bidang-
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bidang secara menyeluruh agar pelaksanaan kegiatan 
dapat berjalan lancar; 

k. melaksanakan perencanaan dan pelaporan dinas dengan 
melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan 

bidang-bidang agar tersusun perencanaan sesuai prioritas  
dan pelaporan yang akurat; 

l. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata 

usaha dan rumah tangga dinas sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

m. melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara 
lingkup dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas 
n. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian 

pengelolaan barang milik negara lingkup dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota 
dalam daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
diharapkan; 

o. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian urusan 

aparatur sipil negara meliputi pengangkatan, 
pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang 
menangani urusan administrasi kependudukan di 

kabupaten/kota dalam daerah sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai 

yang diharapkan; 
p. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran  (RKA), Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja 
(Tapkin), serta  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), 
dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) lingkup Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 

q. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan 
yang berkaitan dengan tugas kesekretariatan kepada 

pimpinan baik lisan maupun terulis sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

r. melaksanakan koordinasi penyusunan telaahan staf 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan; 

s. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para 

Kepala Sub Bagian yang diberikan dengan memeriksa dan 
mengamati secara cermat agar dapat diketahui kendala 

maupun hambatan dalam penyelesaian tugas dan 
menyarankan upaya pemecahannya; 

t. memeriksa dan meneliti naskah  yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap 
naskah  yang telah dianggap benar agar tugas berjalan 

dengan baik; 
u. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas   
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v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.  
  

(3) Sekretariat membawahi: 
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

b. Kepala Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian. 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

 

Pasal  6 
 

(1)  Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah 

melaksanakan urusan keuangan dinas, mengkoordinasikan 
penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi, membina 

dan mengkoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan 
pelaporan program dan anggaran tugas pembantuan bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, serta 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi 

sesuai bidang tugasnya masing–masing dengan 
berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar 
tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan   tugas; 

b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan 
mengarahkan serta menjelaskan sesuai dengan 

pemecahannya agar setiap tugas diberikan dapat 
terselesaikan dengan baik; 

c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan yang diberikan 

agar dapat diketahui tingkat pelaksanaan dan 
penyelesaian tugas; 

d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
dengan meneliti dan menelaah secara cermat  agar tugas 
dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan; 
e. menilai prestasi kerja bawahan pada Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil yang telah 

dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 
pengembangan karier dan kompetensi; 

f. mengonsep surat dan naskah dinas berdasarkan disposisi 
dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

g. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris 
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 
diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai 

alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 
h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan 

teknis, rencana kerja dan anggaran di bidang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil dengan melakukan 
hubungan dan komunikasi yang intensif sebagai bahan 

penyusunan kebijakan teknis, rencana kerja dan anggaran 
dinas; 

i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian  program 
dinas, perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen 
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anggaran dengan melakukan pengumpulan bahan/data 
dan informasi agar kegiatan yang dilakukan berhasil 

mencapai tujuan yang harapkan; 
j. melaksanakan pelayanan perbendaharaan dan 

penyusunan laporan keuangan secara berkala sebagai 
bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas; 

k. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban 

keuangan dengan cara memeriksa dan mengecek 
dokumen penerimaan dan pengeluaran secara cermat dan 
teliti guna menghindari kesalahan penggunaan anggaran;  

l. melaksanakan pengelolaan sistem pengendalian internal 
pemerintah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
m. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 

Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran 
(RKA), Dokumen Penyelenggaraan Angaran (DPA), 

Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP), bahan Laporan Keterangan 
Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup 
dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan laporan; 

n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai 
dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan pimpinan;  
o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan secara rutin dan 

berkala sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 

p. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh Pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap 
naskah dinas yang telah dianggap benar agar tugas 

berjalan dengan baik; 
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik  

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
( 3 ) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi: 

a. Analis Perencanaan; 

b. Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; 
c. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran; 
d. Bendahara Pengeluaran; 

e. Penyusun Dokumen Laporan Keuangan; 
f. Pengelola Gaji; 

g. Pengadministrasi Keuangan; 
h. Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan; 
i. Pengetik; 

j. Operator Komputer. 
 

Analis Perencanaan 

 
Pasal  7 

 
Analis Perencanaan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
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berikut: 
a. menerima dan memeriksa bahan/data perencanaan 

kegiatan dan anggaran sesuai dengan prosedur sebagai 
bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana dan 

kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data 

perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan 
spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila 
diperlukan; 

c. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan 
hal-hal yang terkait dengan perencanaan kegiatan dan 

anggaran dalam rangka penyusunan rencana dan 
kebijakan teknis mengenai administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil; 

d. menyusun konsep perencanaan kegiatan dan anggaran 
sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk 

tercapainya sasaran yang diharapkan; 
e. mendiskusikan konsep perencanaan kegiatan dan 

anggaran dengan pimpinan dan pihak terkait, sesuai 

prosedur untuk kesempurnaan penyusunan rencana dan 
kebijakan teknis; 

f. menyusun kembali konsep perencanaan kegiatan dan 

anggaran berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur 
untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan kegiatan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. mengevaluasi proses penyusunan perencanaan kegiatan 

dan anggaran sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan 

dan kesempurnaan untuk tercapainya sasaran; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengelola Pelaporan dan Evaluasi 

Pelaksanaan Kegiatan 
 

Pasal  8 
 

Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

pengelolaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

APBD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

dengan baik; 
b. melaksanakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan APBD sesuai dengan bidang 

tugasnya agar dalam pelaksanaan pengelolaan pelaporan 
dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan APBD terdapat 

kesesuaian dengan rencana awal; 
c. memantau dan mengendalikan pengelolaan pelaporan dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi 
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penyimpangan dalam pelaksanaannya; 
d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait atau instansi 

lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan agar 
pengelolaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

APBD dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai 
hasil yang optimal; 

e. mengevaluasi proses pengelolaan pelaporan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan APBD, sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program kegiatan berikutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

 
Pasal  9 

 

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menerima dan memeriksa bahan/data rencana kegiatan 

dan anggaran dinas dan sekretariat sesuai dengan 
prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan 

rencana kegiatan dan anggaran; 
b. mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data 

rencana kegiatan dan anggaran dinas dan sekretariat 

sesuai dengan spesifikasi dan prosedur untuk 
memudahkan apabila diperlukan; 

a. mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan 

hal-hal yang terkait dengan rencana kegiatan dan 
anggaran dinas dan sekretariat dalam rangka penyusunan 

rencana kegiatan dan anggaran dinas dan sekretariat; 
b. menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran dinas 

dan sekretariat sesuai dengan hasil kajian dan prosedur 

untuk tercapainya sasaran yang diharapkan; 
c. mendiskusikan konsep rencana kegiatan dan anggaran 

dinas dan sekretariat dengan pimpinan dan pihak terkait 
sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan 
rencana kegiatan dan anggaran dinas dan sekretariat; 

d. menyusun kembali rencana kegiatan dan anggaran dinas 
dan sekretariat berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur 
untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan rencana 

kegiatan dan anggaran dinas dan sekretariat; 
e. mengevaluasi proses penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran dinas dan sekretariat sesuai prosedur sebagai 
bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
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Bendahara Pengeluaran 

 
Pasal 10 

 
Bendahara Pengeluaran mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut: 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis yang erat 
kaitannya dengan pengelolaan anggaran untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran sesuai 
dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas; 
c. melaksanakan kegiatan pengurusan SPM pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas; 
d. melaksanakan pengelolaan administrasi anggaran sesuai 

program atau rencana kerja satuan unit kerja untuk 
tertibnya pengelolaan keuangan daerah; 

e. menyusun bahan laporan baik rutin maupun berkala 

kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan 
pertanggungjawaban keuangan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.  

 
Penyusun Dokumen Laporan Keuangan  

 

Pasal 11 
 

Penyusun Dokumen Laporan Keuangan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya 

dengan pengelolaan dokumen keuangan agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. membantu pejabat penatausahaan keuangan untuk 
menyusun/membuat SPP-UP, GU dan LS sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
c. membantu pejabat penatausahaan keuangan menyeleksi 

kebenaran dokumen pertanggung jawaban keuangan 

sebelum melakukan pembayaran sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
d. membantu  pejabat penatausahaan keuangan membuat/ 

menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas;  

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
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oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
                   Pengelola Gaji 

 
Pasal 12 

 
Pengelola Gaji mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. menghimpun nama pegawai yang akan dimasukkan ke 
dalam susunan daftar penerima gaji agar tidak terjadi 
kesalahan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

b. menyusun nama-nama yang akan dimasukkan dalam 
daftar gaji pegawai yang disampaikan dengan dasar Surat 
Keputusan Gubernur untuk mendukung tugas pembuat 

daftar gaji; 
c. mencatat daftar gaji yang telah sesuai realisasi 

pembayarannya untuk memudahkan pengecekan oleh 
atasan; 

d. meneliti nama penerima gaji sesuai dengan data yang 

disampaikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 
untuk tidak terjadi kesalahan dalam penulisan; 

e. membuat SPP gaji berdasarkan daftar dan diajukan 

kepada bendahara gaji untuk diketahui serta pelaksanaan 
tindak lanjutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengadministrasi Keuangan 
 

Pasal 13 
 

Pengadministrasi Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut: 
a. menyiapkan buku bukti pemasukan dan pengeluaran 

keuangan dengan membuat kolom menurut kebutuhan 
masing-masing dan menuliskan maksud tiap-tiap kolom 
untuk memudahkan pengecekan administrasi; 

b. menerima, mencatat, menyortir surat bukti penerimaan 
dan pengeluaran keuangan sesuai prosedur yang berlaku 
agar pendanaan yang masuk dan keluar tercatat secara 

baik dan tertib; 
c. mendokumentasikan surat bukti penerimaan dan 

pengeluaran keuangan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi; 

d. melakukan pengetikan konsep surat bukti penerimaan 

dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas dan 

kegiatan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 
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f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan 

 
Pasal 14 

 

Pengelola Data  Belanja dan Laporan Keuangan mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan  petunjuk teknik program kerja 

secara sistematis sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

b. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 
pengelolaan data belanja dan laporan keuangan sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 
c. menyusun laporan hasil pengumpulan dan pengolahan 

data pengembangan menurut klasifikasinya masing-
masing untuk memudahkan dan tertibnya penyajian data 
apabila dibutuhkan; 

d. membantu  bendahara  menyusun laporan sesuai 
klasifikasi data yang dibutuhkan untuk memudahkan 
menyusun laporan; 

e. menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, tabel 
maupun struktur sesuai kebutuhan untuk memudahkan 

pada saat di butuhkan; 
f. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait atau instansi 

lainnya yang berkaitan dengan data belanja dan laporan 

keuangan  agar pengelolaan data belanja dan laporan 
keuangan dapat terlaksana secara terpadu untuk 
mencapai hasil yang optimal; 

g. mengevaluasi proses pengelolaan data belanja dan laporan 
keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan masukan/pertimbangan pimpinan; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengetik 

 
Pasal   15 

 

Pengetik  mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mempelajari konsep yang diketik dengan membawah 

konsep dengan menanyakan tulisan yang meragukan 
untuk mengetahui isi konsep dan membetulkan huruf, 
angka dari tulisan yang salah ke tulisan yang benar; 

b. memparbaiki huruf, angkah dan tulisan yang salah dan 
menulis  dengan benar untuk memudahkan penulisan;  

c. mengetik net sesuai konsep dan menurut pedoman 
pengetikan untuk kebenaran penulisan dan kebenaran 
surat dan naskah; 

d. memperbaiki hasil ketikan berdasarkan hasil koreksi dari 
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atasan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas; 
e. menyerahkan hasil ketikan dengan menyampaikan 

langsung pada pimpinan untuk tidak lanjut 
pelaksanaannya;   

f. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan  tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.                  

 

Operator Komputer  
 

Pasal 16  
     

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 

mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 
intruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 
perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 
diadakan perbaikan; 

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 
untuk mencegah kerusakan; 

e.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas. 

 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Sub  Bagian Umum dan Kepegawaian  

 
Pasal  17 

 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melakukan urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga 

dinas, pengelolaan urusan aparatur sipil negara lingkup 
dinas, membina dan mengkoordinasikan pengelolaan barang 
milik negara di kabupaten/kota, serta membina dan 

mengkoordinasikan urusan aparatur sipil negara meliputi 
pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat 
yang menangani urusan administrasi kependudukan di 

kabupaten/kota dalam daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 
b. membagi tugas dan kegiatan kepada para bawahan di 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan 

memberikan arahan, baik secara tertulis maupun lisan 
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sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 
masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas; 
c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan 
menjelaskan tugas dan fungsinya agar setiap tugas yang 
diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan 
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 

penyempurnaan hasil kerja; 
e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang telah 
dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 
pengembangan karier dan kompetensi; 

f. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris 

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai 

alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 

g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan 
pengendalian sesuai tugas dan fungsinya agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan; 
h. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pembinaan 

jabatan fungsional meliputi pengusulan formasi, mutasi, 
pengembangan karir dan kompetensi, kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala, cuti, pembinaan disiplin, 

kesejahteraan dan pensiun pegawai dinas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

rangka pelayanan administrasi kepegawaian internal 
dinas; 

i. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

kehumasan keamanan dalam,  perlengkapan, 
keprotokolan dan kearsipan dinas sesuai dengan 
peraturan dan perundang–undangan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan dinas dapat berjalan lancar; 
j. melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi dan 

informasi  yang meliputi pengelolaan web-site, media 
sosial dan media massa serta 
publikasi/pameran/promosi kegiatan pengembangan 

kompetensi dinas sebagai salah satu upaya pelayanan 
informasi publik;  

k. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pemindahtanganan  dan penghapusan,  
serta pendayagunaan barang milik daerah yang berada di 

sinas sesuai prosedur dan akurat agar diketahui kondisi 
barang milik daerah yang berada di dinas; 

l. melaksanakan evaluasi kinerja pegawai dinas secara 
berkala agar kinerja dinas semakin meningkat;  

m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai 

dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan pimpinan;  

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin dan berkala 
sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
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o. memeriksa dan meneliti naskah  yang akan ditanda 
tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 

terhadap naskah  yang telah dianggap benar agar tugas 
berjalan dengan baik; 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik  
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.    

(3) Kepala Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian 

membawahi: 
a. Penata Arsip; 
b. Caraka; 

c. Pengadministrasi Perjalanan Dinas; 
d. Pramu Tamu; 

e. Pengemudi; 
f. Bendahara Barang; 
g. Pengelola Administrasi Kepegawaian; 

h. Pengelola Kenaikan Pangkat Pegawai;  
i. Pengelola Kenaikan Gaji Berkala; 

j. Operator Komputer. 
 

Penata Arsip 

 
Pasal 18 

 

Penata Arsip mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. menerima dan memeriksa arsip sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut; 

b. mempelajari penataan arsip, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 
diharapkan; 

c. menata arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan; 
d. mengkonsultasikan kendala proses penataan arsip sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar 
berjalan sesuai yang diharapkan; 

e. mengevaluasi pelaksanaan penataan arsip dengan cara 

membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan 
penataan arsip sebagai bahan perbaikan selanjutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Caraka  
 

Pasal  19 
 

Caraka mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. menerima surat yang telah dibukukan dalam buku 
ekspedisi untuk dikirim agar dapat diproses lebih lanjut; 

b. menyortir surat sesuai jenis dan ketentuan yang akan 
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dikirim sesuai dengan wilayah tugasnya untuk 
mempermudah pengiriman pada pihak terkait; 

c. menghitung dan menyesuaikan alamat surat kerja yang 
tercantum dalam buku ekspedisi untuk dikirim ke alamat 

yang dituju; 
d. membuat rencana perjalanan pengiriman surat sesuai 

dengan prosedur dan meminta tanda bukti penerimaan 

sebagai bahan laporan ke pimpinan; 
e. menyerahkan kembali buku ekspedisi dan tanda 

penerimaan surat pada pengadministrasian umum sesuai 

prosedur sebagai bahan pertanggungjawaban; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengadministrasi Perjalanan Dinas 
 

Pasal  20 

 
Pengadministrasi Perjalanan Dinas mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagaiberikut: 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya 
dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pimpinan 
atau staf yang akan melakukan perjalanan dinas 

dalam/keluar daerah; 
b. meneliti kebenaran surat perintah tugas yang ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membaca dengan teliti agar 
tidak terjadi kesalahan pengelolaan administrasi; 

c. melaksanakan tugas penyusunan administrasi perjalanan 

dinas pimpinan dan staf sesuai petunjuk teknis dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. menyampaikan surat perintah perjalanan dinas kepada 
yang bersangkutan agar dilaksanakan sesuai dengan 
surat perintah pimpinan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pramu Tamu  

 
 

Pasal  21 

 
Pramu Tamu mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. menyiapkan buku tamu dan perlengkapan lain yang 
berhubungan dengan pramu tamu sesuai prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. mengajukan maksud dan tujuan   kedatangan  tamu  dan   

memberikan  pelayanan informasi  sesuai  ketentuan  

yang berlaku agar tamu dapat terlayani  dengan  baik; 
c. meminta dan memeriksa identitas tamu dan memberikan 
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kartu tanda pengenal atau lebel sebagai syarat dan 
kelengkapan untuk dapat menemui pimpinan; 

d. memberikan informasi kepada pejabat atau pimpinan 
yang akan menerima tamu dengan menyampaikan 

langsung baik lisan/tulisan agar tugas berjalan dengan 
baik; 

e. menyiapkan catatan data tamu berdasarkan waktu dan 

tempat yang tersedia agar tugas berjalan sesuai dengan 
prosedur; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengemudi 
 

Pasal  22 
 

Pengemudi  mempunyai  uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek 

rem, oli dan lampu di mesin, air, radiator, air aki dan 

tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai 
dengan baik; 

b. memanaskan mesin kendaraan dengan cara 
menghidupkan mesin guna megetahui kelainan mesin; 

c. merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, 

ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan 
terlihat bersih; 

d. mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan 

ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat 
tiba di tujuan dengan selamat; 

e. memperbaiki kerusakan kecil sesuai kemanpuan yang 
diketahui agar kendaraan dapat beroperasi dengan layak; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Bendahara Barang 
 

Pasal  23 

 
Bendahara Barang mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan 

dan perbendaharaan barang milik Pemerintah sebagai 

bahan petunjuk pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan tugas berupa surat perintah 
penerimaan/pengeluaran barang (SPPB) sebagai bahan 
pengelolaan administrasi barang; 

c. menerima dan memeriksa keadaan barang hasil 
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pengadaan barang milik pemerintah berdasarkan surat 
pesanan, surat perintah kerja dan surat kontrak untuk 

tertibnya administrasi barang; 
d. mencatat penerimaan dan pengeluaran barang kedalam 

buku perbendaharaan barang sesuaI kode dan klasifikasi 
serta jenisnya masing-masing untuk tertibnya pengelolaan 
barang; 

e. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan 
pengeluaran barang milik Pemerintah secara tertib dan 
teratur sebagai dokumen dan arsip barang milik 

Pemerintah; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengelola Administrasi Kepegawaian  
 

Pasal  24 

 
Pengelola Administrasi Kepegawaian mempunyai uraian 
tugas jabatan  sebagai berikut: 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya 
dengan tugas administrasi kepegawaian untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
b. mengumpulkan data kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala, penyesuaian ijazah, usul pindah sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan 
tugas; 

c. mengonsep usul surat pemberitahuan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, penyesuaian ijazah, usul pindah 
dan cuti  berdasarkan bukti yang syah untuk proses 

tindak lanjut penyelesaiannya; 
d. mencatat surat yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, penyesuaian ijazah, usul pindah 

maupun cuti yang telah ditanda tangani oleh atasan 
sesuai prosedur untuk pengadministrasian; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengelola Kenaikan Pangkat Pegawai 
 

Pasal  25 
 

Pengelola Kenaikan Pangkat Pegawai mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas pengelolah data kenaikan 
pangkat pegawai untuk bahan pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data/bahan penyusunan program 

kegiatan pengelolah kenaikan pangkat pegawai 
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berdasarkan pelaksanaan tugas dengan mencatat secara 
sistimatis untuk bahan pengolahan data laporan 

kepegawain; 
c. mempesiapkan bahan penyusunan administrasi 

pengelolah kenaikan pangkat pegawai sesuai ketentuan 
dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan kenaikan 
pangkat pegawai lingkup Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil ke BKD Provinsi untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan 

kenaikan pangkat pegawai sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk selanjutnya disampaikan ke BKD 
Provinsi untuk penyelesaian lebih lanjut; 

f. menyusun laporan realisasi pengelolah kenaikan pangkat 
pegawai sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk memudahkan dan tertibnya penyusunan laporan; 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Kenaikan Gaji Berkala  

 
Pasal  26 

 

Pengelola Kenaikan Gaji Berkala mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 
a. mempelajari pedoman dan petunjuk yang erat kaitannya 

dengan pelaksanaan tugas pengelolah data kenaikan gaji 
berkala untuk bahan pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data/bahan penyusunan program 
kegiatan pengelolah kenaikan gaji berkala  berdasarkan 
pelaksanaan tugas dengan mencatat secara sistimatis 

untuk bahan pengolahan data laporan kepegawain; 
c. mempesiapkan bahan penyusunan administrasi 

pengelolah kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan dan 
peraturan yang berlaku untuk  kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan kenaikan 
gaji berkala ke BKD Provinsi  sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
e. menyusun laporan realisasi pengelolah kenaikan gaji 

berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk memudahkan dan tertibnya penyusunan laporan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
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Operator Komputer  

 
Pasal  27 

 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 
mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 
intruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 
serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 

perbaikan; 
c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 

serta media yang tidak berfungsi sesuai prosedur untuk 

dilaporkan dan diadakan perbaikan; 
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 

untuk mencegah kerusakan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Bagian  Ketiga 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 
 

Pasal    28 

 
(1)  Tugas Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan adalah melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang 
administrasi kependudukan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi 

Kependudukan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kerja bidang fasilitasi pelayanan 

administrasi kependudukan berdasarkan data tahun 
sebelumnya sesuai dan petunjuk atasan dan ketentuan 
yang berlaku; 

b. membagi tugas dan mengarahkan kepada para Kepala 
Sub Bidang dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya 

masing-masing agar tidak terjadi  tumpang tintih dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. memberi Petunjuk dan mengarahkan kepada para Kepala   

Sub Bidang  dengan menjelaskan pokok permasalahan 
agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan 

dengan baik; 
d. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para 

Kepala Sub Bidang yang diberikan sesuai prosedur agar 

dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam 
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penyelesaian tugas dan menyarankan upaya 
pemecahannya; 

e. menganalisa kinerja bidang fasilitasi pelayanan 
administrasi kependudukan untuk mengetahui hambatan 

dalam pelaksanaan tugas serta bahan masukan bagi 
pimpinan dalam rangka perumusan kebijakan  
pemerintahan daerah; 

f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan 
umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran 
penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk terarahnya kegiatan dibidang; 
g. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang 

fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan 
fasilitasi; 

h. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi 
pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk lingkup 

provinsi  dengan melaksanakan pertemuan bersama 
dengan stekholder agar pelaksanaan kegiatan dapat 
berjalan dengan baik dan tertib; 

i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pendaftaran penduduk lingkup provinsi sesuai dengan 
posedur dan ketentuan yang berlaku  untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan efektivitas pelayanan publik; 
j. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran 

penduduk dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di 
kabupaten/kota dalam daerah sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai yang 

diharapkan; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil di kabupaten/kota dalam daerah sesuai 
rencana kerja dan petunjuk pimpinan agar setiap kegiatan 

dapat terkontrol dengan baik  sesuai dengan program 
kerja; 

l. memeriksa dan meneliti naskah  yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap 
naskah  yang telah dianggap benar agar tugas berjalan 

dengan baik; 
m. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.       

(3) Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi 
Kependudukan membawahi: 

a. Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; 
b. Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; 
c. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk 
 

Pasal  29 
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(1) Tugas Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk  
adalah melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum,  bimbingan 
teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran 

penduduk meliputi identitas penduduk,  pindah datang 
penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen 
pendaftaran serta fasilitasi  sarana dan prasarana 

pendaftaran penduduk. 
(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran  

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan 

dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing agar tidak terjadi  tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan 
pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas 

yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 
c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar 

terjalin kerja sama yang baik, serasi dan saling 
mendukung dalam melaksanakan tugas; 

d. mengonsep surat dan naskah  berdasarkan disposisi dan 

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 
e. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan tentang 
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik 
secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan; 

f. melakukan perumusan kebijakan teknis meliputi identitas 

penduduk, pindah datang penduduk, pendataan 
penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran serta 

fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk 
sesuai prosedur dan ketentuan untuk kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. memberikan bimbingan teknis di bidang fasilitasi 
pendaftaran penduduk sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 
berjalan dengan baik; 

h. melakukan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran 

penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang 
penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan 
dokumen pendaftaran serta fasilitasi sarana dan 

prasarana pendaftaran penduduk sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar tercapai sasaran kerja yang 

diinginkan; 
i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai 

dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan pimpinan;  
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi 

Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk secara rutin dan 
berkala sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 

k. meneliti dan memeriksa naskah  yang akan disampaikan 
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kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan 
membubuhi paraf apabila surat maupun naskah  yang 

sudah benar untuk terlaksananya tugas dengan baik; 
l. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.       
(3) Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk 

membawahi: 

a. Pengumpul dan Pengelola Data Identitas Penduduk; 
b. Pengumpul dan Pengelola Data Pindah Datang Penduduk; 

c. Pengumpul dan Pengelola Administrasi Pendaftaran 
Penduduk; 

d. Operator Komputer. 

 
Pengumpul dan Pengelola Data Identitas Penduduk 

 
Pasal 30 

 

Pengumpul dan Pengelola Data Identitas Penduduk 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan 

dengan data identitas penduduk dengan mencatat secara 
sistimatis untuk bahan pengolahan data sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. menyusun laporan hasil pengumpulan dan pengolahan 

data identitas penduduk menurut klasifikasinya masing-
masing untuk memudahkan penyajian data apabila 
dibutuhkan;   

c. menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, table 
maupun struktur sesuai kebutuhan agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 
d. mengevaluasi proses pengelolaan data identitas penduduk 

sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan 

kesempurnaan tercapainya sasaran kerja; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengumpul dan Pengelola Data 

Pindah Datang Penduduk 
 

Pasal 31 
 

Pengumpul dan Pengelola Data Pindah Datang Penduduk 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mempersiapkan dan mempelajari petunjuk teknis 

mengenai pengelolaan data pindah datang penduduk 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan hasil pengelolaan data pindah datang 

penduduk dengan mencatat secara sistimatis dalam 
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rangka tertib administrasi kependudukan dan sebagai 
tindak lanjut pelaksanaan tugas; 

c. mengevaluasi proses pengelolaan data pindah datang 
penduduk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengumpul dan Pengelola 

Administrasi Pendaftaran Penduduk 
 

Pasal 32 

 
Pengumpul dan Pengelola Administrasi Pendaftaran 

Penduduk mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan 

dengan administrasi pendaftaran penduduk dengan 

mencatat secara sistimatis untuk bahan pengolahan data 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 
agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan 

baik; 
b. menyusun laporan hasil pengumpulan dan pengolahan 

administrasi pendaftaran penduduk menurut 
klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan 
penyajian data apabila dibutuhkan;   

c. menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, table 
maupun struktur sesuai kebutuhan agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

d. mengevaluasi proses pengelolaan administrasi 
pendaftaran penduduk, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 
program berikutnya; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Operator Komputer  
 

Pasal  33 

 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 

mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 

intruksinya; 
b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 
perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 
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diadakan perbaikan; 
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 

untuk mencegah kerusakan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas. 

 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil 

 

Pasal  34 
 

(1) Tugas Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil adalah 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan 

koordinasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi 
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, 
perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan 

dokumen pencatatan sipil serta fasilitasi sarana dan prasarana 
pencatatan  sipil. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan 
dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing agar tidak terjadi  tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan 

pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas 
yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 

c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar 
terjalin kerja sama yang baik, serasi dan saling 

mendukung dalam melaksanakan tugas; 
d. mengonsep surat dan naskah  berdasarkan disposisi dan 

petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

e. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkup Seksi 
Bina Aparatur Pencatatan Sipil dengan membandingkan 
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 

penyempurnaan hasil kerja; 
f. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina 

Aparatur Pendaftaran Penduduk berdasarkan hasil yang 
telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam 
pengembangan karier dan kompetensi; 

g. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan 
rencana program kegiatan Bina Aparatur Pencatatan Sipil 
lingkup Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan 
tugas; 

h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang 
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan tentang 
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik 

secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 
dalam pengambilan keputusan; 

i. melakukan perumusan kebijakan teknis meliputi 
pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, 
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perubahan status anak, pewarganegaraan dan 
pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta fasilitasi 

sarana dan prasarana pencatatan sipil sesuai prosedur 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan; 
j. melaksanakan pembinaan umum terkait bina aparatur 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan pengelolaan dokumen pencatatan sipil 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

tertibnya dokumen; 
l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai 

dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan pimpinan sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil secara rutin 
dan berkala sebagai bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan 
sipil sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

o. meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan 
disampaikan kepada atasan dengan meneliti 

kebenarannya dan membubuhi paraf apabila surat 
maupun naskah dinas yang sudah benar  agar tugas 
berjalan dengan baik; 

p. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.       

(3) Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil membawahi: 
a. Pengelola Pencatatan Kelahiran; 
b. Pengelola Pencatatan Kematian; 

c. Pengelola Pencatatan Perkawinan; 
d. Pengelola Pencatatan Perceraian; 

e. Pengelola Pencatatan Perubahan Status Anak; 
f. Pengelola Pencatatan Pewarganegaraan; 
g. Operator Komputer. 

 
Pengelola Pencatatan Kelahiran 

 

Pasal 35 
 

Pengelola Pencatatan Kelahiran mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 
a. mempersiapkan petunjuk teknis tentang pencatatan 

kelahiran lingkup provinsi, dengan mencatat secara 
sistimatis untuk bahan pengolahan data sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. menyusun laporan hasil pengolahan pencatatan kelahiran 

dalam bentuk naskah maupun tabel sesuai kebutuhan 
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untuk memudahkan penyajian data apabila dibutuhkan;   
c. mengevaluasi proses pengelolaan pencatatan kelahiran, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka tertib administrasi dan sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan tugas; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Pencatatan Kematian 

 
Pasal 36 

 

Pengelola Pencatatan Kematian mempunyai uraian tugas 
jabatan  sebagai berikut: 

a. mempersiapkan petunjuk teknis tentang pencatatan 
kematian lingkup provinsi, dengan mencatat secara 
sistimatis untuk bahan pengolahan data sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. menyusun laporan hasil pengolahan pencatatan kematian 

dalam bentuk naskah maupun tabel sesuai kebutuhan 
untuk memudahkan penyajian data apabila dibutuhkan;  

c. mengevaluasi proses pengelolaan pencatatan kematian, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka tertib administrasi dan sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan tugas; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengelola Pencatatan Perkawinan 

 
Pasal 37 

 
Pengelola Pencatatan Perkawinan mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 

a. mempersiapkan petunjuk teknis tentang pencatatan 
perkawinan lingkup provinsi, dengan mencatat secara 
sistimatis untuk bahan pengolahan data sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. menyusun laporan hasil pengolahan pencatatan 
perkawinan dalam bentuk naskah maupun tabel sesuai 
kebutuhan untuk memudahkan penyajian data apabila 

dibutuhkan;  
c. mengevaluasi proses pengelolaan pencatatan perkawinan, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka tertib administrasi dan sebagai tindak lanjut 
pelaksanaan tugas; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik 
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lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Pencatatan Perceraian 

 

Pasal 38 
 

Pengelola Pencatatan Perceraian mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja, bahan perlengkapan pengelolaan 

pencatatan perceraian sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. memantau, pengelolaan pencatatan perceraian sesuai 
dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian dengan rencana awal; 
c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agara tidak terjadi penyimpangan 

dalam pelaksanaan; 
d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 

instansi lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program 

dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 
yang optimal; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Pencatatan Perubahan Status Anak 

 

Pasal 39 
 

Pengelola Pencatatan Perubahan Status Anak mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja, bahan perlengkapan pengelolaan 

pencatatan perubahan status anak sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

b. memantau, pengelolaan pencatatan perubahan status anak 
sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan 

terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 
c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agara tidak terjadi penyimpangan 

dalam pelaksanaan; 
d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 

instansi lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program 
dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 
yang optimal; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 
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sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Pencatatan Pewarganegaraan 

 

Pasal 40 
 

Pengelola Pencatatan Pewarganegaraan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja, bahan perlengkapan pengelolaan 

pencatatan pewarganegaraan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 
b. memantau, pengelolaan pencatatan pewarganegaraan 

sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan 

terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 
c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, agara tidak terjadi penyimpangan 

dalam pelaksanaan; 
d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 

instansi lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program 
dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 
yang optimal; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik 
lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Operator Komputer  
 

Pasal   41 
 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 

mengolahnya dengan komputer sesuai dengan intruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 
serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 
perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 
serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 

diadakan perbaikan; 
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 

untuk mencegah kerusakan; 

e.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
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oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 
 

Pasal  42 

 
(1) Tugas Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 

adalah melakukan penyiapan bahan monitoring dan   evaluasi 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 
kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, 

pemberian bimbingan  teknis, supervisi dan fasilitasi serta 
pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengelolaan dokumen dan 
pelaporan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan 

dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing agar tidak terjadi  tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan 

pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas 

yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 
c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar 

terjalin kerja sama yang baik, serasi dan saling 
mendukung dalam melaksanakan tugas; 

d. mengonsep surat dan naskah  berdasarkan disposisi dan 
petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas; 

e. menyusun rencana kerja kegiatan seksi monitoring, 

evaluasi dan dokumentasi berdasarkan tugas dan fungsi 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 
f. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan 

monitoring sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait 

kegiatan seksi monitoring, evaluasi dan dokumentasi agar 
pekerjaan dapat berjalan dengan baik; 

h. melaksanaan pembinaan supervisi dan fasilitasi dengan 
cara meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan 
administrasi kependudukan tingkat provinsi, untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas dan perbaikan pengelolaan 
di masa mendatang; 

i. memberikan bimbingan teknis di bidang pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan benar; 
j. melaksanakan supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui kendala hambatan dan 
sebagai bahan laporan;  

k. melaksanakan koordinasi dengan Instansi tehnis serta 
lembaga terkait di bidang pendaftaran penduduk dan 
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pencatatan sipil untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; 
l. melaksanakan pengeloalaan dokumen dan pelaporan di 

bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya 

dokumen; 
m. meneliti dan memeriksa naskah  yang akan disampaikan 

kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan 

membubuhi paraf apabila surat maupun naskah  yang 
sudah benar agar tugas berjalan dengan baik; 

n. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.       

(3) Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 

membawahi: 
a. Pengelola Bahan Monitoring dan Evaluasi; 

b. Pengelola Dokumen dan Pelaporan; 
c. Operator Komputer. 

 

Pengelola Bahan Monitoring dan Evaluasi 
 

Pasal  43 

 
  Pengelola Bahan Monitoring dan Evaluasi, mempunyai 

uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan bahan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan 
tugas dapat berjalan dengan baik; 

b. menyusun laporan hasil pengumpulan dan pengolahan 

data menurut klasifisikasinya sebagai acuan dalam 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 

c. mempersiapkan petunjuk tehnis monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan 
peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi; 
d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 

instansi lain dalam rangka pelaksanaanya, agar program 
dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 
yang optimal; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan penyusunan berikutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Dokumen dan Pelaporan 

 
Pasal  44 

 

Pengelola Dokumen dan Pelaporan, mempunyai uraian  tugas 
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jabatan  sebagai berikut: 
a. mempelajari petunjuk teknis pengelolaan administrasi dan 

naskah dinas sehubungan dengan Seksi Monitoring, 
Evaluasi dan Dokumentasi di bidang pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan kebijakan teknis dan petunjuk operasional 

pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk 
dilaporkan kepada atasan untuk menjadi bahan 

selanjutnya; 
c. mengumpulkan dan mengelola dokumen pencatatan sipil 

lingkup Propinsi secara sistematik untuk kemudian diolah 
dan disajikan dalam SIAK;  

d. menyusun dan menyajikan laporan statistik hasil 

pelaksanaan pengelolaan dokumen bidang pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari 
pelaksanaan tugas; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Operator Komputer  
 

Pasal   45 

 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 
mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 

intruksinya; 
b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 

perbaikan; 
c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 
diadakan perbaikan; 

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 

untuk mencegah kerusakan; 
e.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas. 
 

Bagian  Keempat 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminsitrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data 
 

 

Pasal  46 
 

(1) Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah merumuskan   
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dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja 

sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data 
dan dokumen kependudukan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas kepada para Kepala Seksi dengan 

mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang 

tugas masing-masing  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk dan mengarahkan para Kepala Seksi 
dengan menjelaskan pokok permasalahan dan 
pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat 

diselesaikan dengan baik; 
c. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan 
dengan baik dan benar; 

d. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para 

Kepala Seksi agar dapat diketahui kendala maupun 
hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan 
pemecahannya; 

e. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data 
tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam 

pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis serta 

fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan 

dengan baik dan lancar; 
g. melaksanakan pengolahan dan penyajian data 

kependudukan sesuai dengan rencana kerja yang telah 
ditetapkan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan tata kelola sumber daya manusia teknologi 
informasi dan komunikasi sesuai standar dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar; 

i. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan lingkup provinsi sebagai tindak 
lanjut dari pelaksanaan kegiatan; 

j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi 

kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

peruntukkannya dalam mengolah dan menyajikan data 
kependudukan lingkup provinsi; 

k. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

transparansi informasi data kepada masyarakat, 
perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, 
pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan 

pencegahan kriminal serta untuk menunjang kinerja 
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instansi pemerintah; 
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas dan untuk memaksimalkan kinerja 
kabupaten/kota dalam mengelola informasi administrasi 
kependudukan; 

m. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para 
Kepala Seksi agar dapat diketahui kendala maupun 
hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan 

pemecahannya; 
n. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar agar 
tugas berjalan dengan baik; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;   
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.       

(3) Kepala Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
dan Pemanfaatan Data membawahi: 
a. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan; 
b. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

c. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi. 
 

Uraian Tugas Jabatan 

 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan  
 

Pasal   47 
 

(1) Tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 
Kependudukan adalah melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data 
kependudukan. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut: 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi 

sesuai dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan 

pokok permasalahan agar setiap tugas yang diberikan 
dapat diselesaikan dengan baik; 

c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan 
sesuai dengan pokok permasalahan dan ketentuan 
peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan benar; 
d. mengkonsep surat dan naskah dinas yang berhubungan 

dengan tugas sesuai disposisi dan petunjuk atasan untuk 
terarahnya pelaksanaan tugas; 

e. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis 

pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan 
pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait 

pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
bahan acuan pelaksanaan tugas; 

h. melakukan pembinaan mengenai pengolahan dan 
penyajian data kependudukan lingkup provinsi sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar; 

i. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang 

terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan ; 
j. melaksanakan pengolahan dan penyajian data 

kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan proses lebih lanjut; 
k. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan pengolahan dan penyajian data kependudukan 
sesuai prosedur untuk menjadi bahan perbaikan dimasa 

mendatang; 
l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 

terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar agar 
tugas berjalan dengan baik; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi dan  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.       

(3) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

membawahi: 
a. Administrator Database Kependudukan; 

b. Operator Komputer. 
 

Administrator Database Kependudukan  
 

Pasal   48 
 

Administrator Database Kependudukan mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menghimpun data/laporan kependudukan dan 

pencatatan sipil kab/kota se sulawesi tenggara sesuai 
prosedur dan ketentuan ynag berlaku untuk bahan 
kegiatan selanjutnya; 

b. merekap laporan penyelenggaraan administrasi 
kependudukan kab/kota ke dalam aplikasi SIAK sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan 
penyajian informasi; 

c. menyajikan data dan informasi kependudukan dalam 

bentuk dokumen/profil kependudukan sesuai prosedur 
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untuk efektivitas pelaksanaan pelayanan publik; 
d. membina para administrator database kab/kota Se 

Sulawesi Tenggara sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 

diharapkan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Operator Komputer 

 

Pasal   49 
 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:   
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 

mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 
intruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 
perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 
serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 
diadakan perbaikan; 

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 
untuk mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan 

 

Pasal  50 
 

(1) Tugas Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan adalah 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan 
kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan    data 

dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan, pembinaan administrator 

database kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan 
komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan. 
(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaiman dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi 

sesuai dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi  
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan 

pokok permasalahan agar setiap tugas yang diberikan 
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dapat diselesaikan dengan baik; 
c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan 

sesuai dengan pokok permasalahan dan ketentuan 
peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik dan benar; 
d. mengonsep surat dan naskah dinas yang berhubungan 

dengan tugas sesuai disposisi dan petunjuk atasan untuk 

terarahnya pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerjasama 

dan inovasi pelayanan sesuai petunjuk pimpinan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

terarahnya pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait 
kegiatan kerja sama dan inovasi pelayanan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan pembinaan terkait kegiatan kerja sama dan 
inovasi pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 

diharapkan; 
h. melakukan koordinasi dan kerja sama bidang administrasi 

kependudukan dengan instansi terkait sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk keterpaduan data dan 
informasi kependudukan; 

i. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
tertibnya administrasi; 

j. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
k. melaksanakan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
l. melaksanakan pembinaan administrator database 

kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 
m. melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan 

komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan 
komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan; 

n. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk efektivitas pelayanan 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; 

o. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap 
naskah dinas yang telah dianggap benar agar tugas 
berjalan dengan baik; 

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.      

(3) Kepala Seksi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan membawahi: 
a. Pengumpul dan Pengelola Data; 
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b. Pengelola Kerja sama dan Inovasi Pelayanan; 
c. Petugas Pembinaan Kerja sama dan Inovasi Pelayanan; 

d. Operator Komputer. 
 

Pengumpul dan Pengelola Data  
 

Pasal   51 
 

Pengumpul  dan Pengelolah Data mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

pengumpul  dan pengelola data sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku;  

b. menerima dan mengumpulkan bahan data sesuai 
prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 

c. mengelompokkan bahan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan prolehan data yang 
dibutuhkan; 

d. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data 
yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk bahan penyusunan rencana kerja; 

e. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarakan 
bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk sebagai bahan yang akan diperioritaskan; 

f. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui permasalahan 

yang akan ditindak lanjuti;  
g. melaporkan hasil pengumpulan dan pengelolaan data 

kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis 

untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya; 
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengelola Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan  
 

Pasal  52 
 

Pengelola Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan  mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 
pengelola kerja sama dan inovasi pelayanan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
b. memantau, pengelola kerja sama dan inovasi pelayanan 

kerja sama sesuai dengan bidang dan tugasnya, agar 

dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana 
awal; 

c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 
instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program 
dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 

yang optimal; 
e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
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secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Petugas Pembinaan Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan 

 

Pasal  53 
 

Petugas Pembinaan Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

dalam pembinaan kegiatan kerja sama dan inovasi 
pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; 

b. menyiapkan bahan untuk kegiatan penyelenggaraan 
pembinaan kegiatan kerja sama dan inovasi pelayanan 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; 

c. menyimpan dan mendistribusikan adminsitrasi kegiatan 

kerja sama dan inovasi pelayanan sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan baik; 

d. menghimpun seluruh hasil kegiatan pembinaan kerja 
sama dan inovasi pelayanan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan baik; 

e. melakukan kunjungan kerja pembinaan kerja sama dan 

inovasi pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;  

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Operator Komputer  
 

Pasal  54 
 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut:  
a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 

mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 

intruksinya; 
b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 
perbaikan; 

c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 
diadakan perbaikan; 

d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 
untuk mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 
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jawaban pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Uraian Tugas Jabatan 
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 

 

Pasal   55 
 

(1) Tugas Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi adalah 

melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, 
pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta 
pelasanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan 
administrasi kependudukan. 

(2) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan 

dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing agar tidak terjadi  tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan 

pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas 

yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik; 
c. membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar 

terjalin kerja sama yang baik, serasi dan saling 
mendukung dalam melaksanakan tugas; 

d. mengonsep surat dan naskah dinas berdasarkan disposisi 
dan petunjuk atasan untuk menghasilkan konsep sesuai 
yang diharapkan; 

e. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan kebijakan terkait informasi adminstrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data sesuai prosedur 
dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran; 

g. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi 

pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan dan pemanfaatan data lingkup provinsi 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan 
tertib; 

h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis terkait 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 

lingkup provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan 
baik dan tertib; 

i. melaksanakan supervisi dan fasilitasi terkait administrasi 
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kependudukan dan pemanfaatan data lingkup provinsi 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan 
tertib; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi teknis terkait 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 
lingkup provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku agar untuk mengetahui kendala hambatan dan 
bahan laporan; 

k. melaksanakan pelaporan di bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan lingkup provinsi sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

laporan dan bahan pengambilan keputusan;  
l. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan 

lingkup provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang 
diharapkan; 

m. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan 

efektivitas pelayanan publik; 
n. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang 

berlaku agar dalam pelaksanaan dapat berjalan efektif; 
o. meneliti dan memeriksa naskah  yang akan disampaikan 

kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan 
membubuhi paraf apabila surat maupun naskah  yang 
sudah benar agar tugas berjalan dengan baik; 

p. melaporkan hasil   pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan   tugas; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.      

(3) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi membawahi: 
a. Pengelola Bahan Monitoring dan Evaluasi; 
b. Pengelola Dokumentasi dan Pelaporan; 

c. Pengumpul dan Pengelola Data; 
d. Operator Komputer. 

 

Pengelola Bahan Monitoring dan Evaluasi  
 

Pasal  56 
 

  Pengelola Bahan Monitoring dan Evaluasi  mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut: 
a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

pengelola bahan monitoring dan evaluasi sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku; 
b. memantau, bahan monitoring dan evaluasi kerja sama 

sesuai dengan bidang dan tugasnya, agar dalam 
pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal; 

c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 

instasi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program 
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dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil 
yang optimal; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Dokumentasi dan Pelaporan 

 
Pasal  57 

 
Pengelola Dokumentasi dan Pelaporan  mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 
pengelola dokumentasi dan pelaporan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku; 
b. memantau, dokumentasi dan pelaporan sesuai dengan 

bidang dan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat 

kesesuaian dengan rencana awal; 
c. mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan; 

d. mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau 

instasi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program 
dapat terlaksana secara terpadu dan mencapai hasil yang 
optimal; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan penyusunan program berikutnya; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengumpul dan Pengelola Data 

 
Pasal 58 

 

Pengumpul dan Pengelola Data mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut; 
a. menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

pengumpul  dan pengelola data sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku;  
b. menerima dan mengumpulkan bahan data sesuai 

prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya; 
c. mengelompokkan bahan sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk memudahkan prolehan data yang 

dibutuhkan; 
d. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data 

yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
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untuk bahan penyusunan rencana kerja; 
e. menerima dan meneliti kebenaran data yang masuk 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan 
yang akan diperioritaskan; 

f. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui permasalahan 
yang akan ditindak lanjuti;  

g. melaporkan hasil pengumpulan dan pengelolaan data 
kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis 
untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya ; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Operator Komputer  

 
Pasal  59 

 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut:  

a. mempelajari data yang telah diprogramkan dan 
mengolahnya dengan komputer sesuai dengan 
intruksinya; 

b. menjalankan proses komputer sesuai dengan program 
serta media yang tidak berfungsi untuk diadakan 

perbaikan; 
c. mencatat penggunaan komputer dan peralatan program 

serta media yang tidak berfungsi untuk dilaporkan dan 

diadakan perbaikan; 
d. memelihara kebersihan peralatan sesuai dengan petunjuk 

untuk mencegah kerusakan; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
BAB    IV 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  60 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 98 Tahun 2013 
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural 

Asisten Pemerintahan dan Kesejatraan Rakyat Sekertariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal    61 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

                   
                                                     

Ditetapkan di   Kendari 
Pada  tanggal 26 Juni 2018 

     

                                                      Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 
 

TTD 
 

              

TEGUH SETYABUDI 
 

 
Diundangkan di Kendari 

Pada tanggal 26 Juni 2018 
 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

 

 TTD 
 

 
                   ISMA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018   
NOMOR  24: 
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